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ABSTRAK

AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)
YANG SALAH MENERAPKAN PASAL DAKWAAN DALAM
PROSES PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI
SENGKANG (STUDI PUTUSAN
NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.)

TAMMARA SALWA SALSABILLAH

Kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
merupakan persoalan krusial yang dapat berdampak signifikan terhadap jalannya
persidangan, putusan hakim, serta kepastian hukum bagi terdakwa. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kesalahan penerapan pasal dalam
surat dakwaan serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
JPU dalam memperbaikinya. Metode yang digunakan adalah metode yuridis
normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan
pengadilan yang relevan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai
permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam
menerapkan pasal dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, seperti
penundaan proses persidangan, pembatalan surat dakwaan oleh majelis hakim,
hingga putusan bebas atau lepas terhadap terdakwa.Hal ini tentu berdampak
terhadap efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam upaya memperbaiki
kesalahan tersebut, JPU dapat mengajukan pembetulan melalui mekanisme
eksepsi, renvoi, atau upaya hukum seperti banding. Selain itu, perlu adanya
peningkatan kompetensi jaksa dalam memahami hukum materiil dan formil, serta
pengawasan internal yang lebih ketat dalam penyusunan surat dakwaan. Penelitian
ini menegaskan bahwa ketelitian dan profesionalisme dalam penyusunan surat
dakwaan sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak terdakwa serta
menciptakan proses peradilan yang adil, efektif, dan berintegritas di Indonesia

Kata Kunci: Kesalahan Penerapan Pasal, Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut
Umum, Kepastian Hukum, Peradilan Pidana.



ABSTRACT

LEGAL CONSEQUENCES OF INCORRECT ARTICLE APPLICATION
IN THE INDICTMENT BY THE PUBLIC PROSECUTOR DURING THE
TRIAL PROCESS AT THE SENKANG DISTRICT COURT (STUDI
PUTUSAN
NO. 195/Pid.B/2017/PN.Skg.)

TAMMARA SALWA SALSABILLAH

Errors in the application of criminal provisions in indictments by public
prosecutors (JPU) are critical issues that can significantly impact trial
proceedings, court decisions, and legal certainty for defendants. This research
aims to analyze the legal consequences of such errors and identify the corrective
measures available to public prosecutors. This study uses a normative juridical
method, employing a literature review and analysis of relevant court decisions 10
provide a comprehensive understanding of the issue. The findings show that
misapplication of legal provisions in an indictment can lead to various legal
consequences, including delays in trial proceedings, annulment of indictments by
the court, and even acquittals or dismissals of defendants. These outcomes can
undermine the effectiveness of law enforcement and erode public trust in the
criminal justice system. To address these errors, public prosecutors may correct
the indictment through legal mechanisms such as exceptions (eksepsi), renvoi
procedures, or appeals. Furthermore, it is crucial to enhance the competence of
prosecutors in understanding both substantive and procedural law, as well as to
implement stricter internal supervision in the drafting of indictments. This study
emphasizes that accuracy and professionalism in drafting indictments are
essential to ensure the protection of defendants' rights and to establish a fair,
efjective, and trustworthy criminal justice process in Indonesia.

Keywords: Misapplication of Articles, Indictment, Public Prosecutor, Legal
Certainty, Criminal Justice.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sistem peradilan pidana Indonesia

sangatlah penting. JPU bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan
penyidikan tindak pidana, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi untuk
menentukan kelanjutan proses hukum. Setelah penyidikan, JPU menyusun surat
dakwaan berdasarkan alat bukti yang ada dan memutuskan apakah tersangka
layak untuk diadili. Di pengadilan, JPU bertugas membuktikan kesalahan
terdakwa dengan menghadirkan alat bukti, memanggil saksi, dan memastikan

proses pembuktian hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.t

Surat dakwaan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan
pidana karena berfungsi sebagai dasar hukum acara pidana dan sebagai panduan
dasar bagi hakim dalam menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang
pengadilan®surat dakwaan memberikan pemberitahuan yang sah kepada terdakwa
mengenai tindak pidana yang diduga dilakukannya, sehingga terdakwa memiliki
pemahaman yang jelas tentang apa yang menjadi dasar tuduhan terhadapnya.

dalam surat dakwaan tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan yang

"Maksum Rangkuti, “Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum,” Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses 10 September 2024, https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-
utama-jaksa-penuntut-umumy/.

2 Rifqi Devi Lawra et al., Bahan Ajar Hukum Acara Pidana (Yogyakarta: PT Sonpedia Publishing,

2024), hal 25.
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diduga dilakukan oleh terdakwa, meliputi waktu, tempat, motif, dan bukti-bukti

yang mendukung tuduhan tersebut.®

Ini menetapkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara
sistemastis dan berdasarkan bukti yang valid dalam sidang di pengadilan hakim
dan pihak terkait menggunakan surat dakwaan sebagai landasan untuk
menjalankan proses persidangan. Setiap komponen dalam surat harus didukung
oleh bukti yang valid untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan surat
dakwaan surat dakwaan juga harus memenuhi syarat formal dan material sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku.*

Surat dakwaan perlu ditulis dengan baik menggunakan kalimat yang
sederhana dan mudah dipahami oleh terdakwa. Hal ini memungkinkan terdakwa
untuk menyusun pembelaannya sebelum sidang pertama dimulai dan
membacakan pembelaannya pada saat sidang pertama. Dengan demikian, surat
dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pertimbangan pengadilan
mengenai kasus pidana, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dan menyediakan

dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan yang tepat.

Sebagai contoh yang dapat dijadikan ilustrasi dalam memahami
persoalan ini adalah perkara yang diputus dalam Putusan Nomor

195/Pid.B/2017/PN.Skg.

®Annisa, “Jenis Surat Dakwaan dalam Proses Hukum Pidana,” Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses 5 Oktober 2024, https://fahum.umsu.ac.id/jenis-jenis-surat-
dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/.
*Simanjuntak dkk., Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum
Positif Indonesia, hal. 120.
5 Dr. H. KMS. Herman, S.H., M.H., M.Si., Hukum Acara Pidana di Indonesia (Jakarta: Mega Press
Nusantara, 2024), hal. 16.



Dalam kasus tersebut, terdakwa Ruse Bin Pakkaja didakwa oleh JPU dengan
Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian karena diduga ikut serta
mencuri seekor sapi milik korban. Namun, dalam fakta persidangan terungkap
bahwa terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pencurian, melainkan hanya
membantu menjual sapi hasil curian tersebut. Berdasarkan fakta tersebut,
seharusnya perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana
penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, karena surat
dakwaan JPU hanya mencantumkan Pasal 362 KUHP tanpa disertai alternatif
pasal lainnya, majelis hakim tidak dapat menyatakan terdakwa bersalah atas
tindak pidana penadahan, dan akhirnya membebaskan terdakwa dari segala

dakwaan dan tuntutan hukum.

Kasus ini menunjukkan bagaimana kesalahan penerapan pasal oleh JPU
dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, termasuk risiko dibebaskannya
pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Meski tidak menjadi objek utama dalam
penelitian ini, contoh tersebut menjadi penting untuk disampaikan dalam latar
belakang guna menggambarkan urgensi dan dampak nyata dari persoalan
kesalahan penerapan pasal oleh JPU. Penelitian ini tidak berfokus pada studi
kasus atau analisis mendalam terhadap putusan tersebut, melainkan lebih
menitikberatkan pada analisis terhadap akibat hukum dari kesalahan penerapan
pasal yang dilakukan oleh JPU secara umum, serta upaya-upaya hukum atau
langkah korektif yang dapat dilakukan oleh JPU guna menghindari terjadinya hal
serupa di masa mendatang. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-

unsur perbuatan yang termuat dalam Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi dan



dakwaan tersebut tidak terbukti,dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
memutuskan bahwa Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan
hukum (onslag van alle recht vervolging) dan hak-hak Terdakwa harus dipulihkan
dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya Akibatnya, biaya
perkara dibebankan kepada negara sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang pidana.®

Kesalahan dalam penerapan pasal dalam surat dakwaan sering muncul
akibat ketidak cermatan penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Hal ini dapat
menyebabkan dakwaan menjadi kabur atau obscuur libel, yang berarti tidak
memenuhi syarat formal dan materil yang ditetapkan oleh KUHAP, seperti
mencantumkan waktu dan tempat kejadian serta unsur-unsur tindak pidana secara
jelas. Kesalahan ini juga bisa terjadi jika unsur delik tidak dirumuskan lengkap,
sehingga perbuatan yang didakwakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana.” Dari segi kepastian hukum, kesalahan penerapan pasal menunjukkan
lemahnya akurasi dalam penyusunan dakwaan, yang pada gilirannya dapat
menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Studi kasus seperti
Putusan 195/Pid.B/2017/PN.Skg. di mana terdakwa dibebaskan karena kesalahan
penerapan pasal, menunjukkan bahwa dakwaan yang tidak tepat dapat merusak

integritas proses peradilan.®

8 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Skg tentang Tindak Pidana
Pencurian, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

"Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan
yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH),”
Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 4, no. 2 (2015): 184-191,
https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40634.

SM.Irfan,arief,S.H.,M.H,Memahami kesalahan penyusunan surat dakwaan,(Jakarta:Mekar citra lestari



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih dalam akibat
hukum dari kesalahan penerapan pasal dalam surat dakwaan, khususnya
bagaimana hal ini berdampak pada efisiensi persidangan, keadilan bagi terdakwa,
serta kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas dakwaan yang disusun oleh
Jaksa Penuntut Umum, guna memastikan proses peradilan yang lebih baik dan
lebih adil kesalahan dalam penuntutan dapat berakibat serius terhadap hak-hak
terdakwa, khususnya di bidang keadilan dan perlindungan hukum, apabila

tuntutan tidak diputus sesuai dengan Pasal 191 KUHAP.

Kesalahan dalam penyusunan dakwaan mengakibatkan salah kesimpulan
dan melanggar hak terdakwa untuk tidak memikul beban pembuktian. Kesalahan
dalam penyusunan dakwaan dapat mempengaruhi efektifitas bantuan hukum yang
diterima terdakwa. Jika persyaratannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan
hukum, tersangka tidak dapat meminta bantuan pengacara. Hal ini melanggar hak
terdakwa untuk memberitahukan kepada penasehat hukumnya dalam bahasa yang
dimengertinya (Pasal 51 KUHAP). Jika persyaratannya tidak jelas, maka mustahil
pembicara dapat memberikan informasi yang sesungguhnya. Hal ini membatasi
hak tersangka untuk memberikan informasi secara cuma-cuma kepada penyidik
atau hakim (Pasal 52 KUHP). Kegagalan untuk menerapkan Pasal ini merugikan
keadilan dan transparansi proses hukum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap sistem hukum dan juga menurunkan efektivitas hukum.®

2021),hal 27
® Ryan Jent Pratama dan Afrianto Sagita, “Kesalahan Penerapan Hukum dalam Penjatuhan Pidana oleh
Hakim terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 2200 K/PID.SUS/2017),” Jurnal



B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas, maka untuk menciptakan
suatu pembahasan yang terarah serta menghindari kaburnya permasalahan yang

diteliti, penulis akan membahas masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat Hukum terhadap surat dakwaan yang mengalami
kesalahan penerapan pasal dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam
proses pemeriksaan persidangan?

2. Apa Upaya yang dapat dilakukan Jaksa penuntut umum (JPU) untuk
memperbaiki surat dakwaan yang mengalami kesalahan penerapan pasal?

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini akan mencakup analisis dan menjabarkan akibat hukum terhadap

surat dakwaan yang mengalami kesalahan penerapan pasal yang dilakukan oleh

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses pemeriksaan persidangan serta

mengindentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

untuk memperbaiki surat dakwaan tersebut

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:
a. Menganalisis dampak hukum dari kesalahan penerapan pasal dalam
surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama proses

persidangan.

Lex Certa 5, no. 1 (2019): 6882, diakses 20 April 2025,
https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1587.



b. Mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU) untuk memperbaiki kesalahan penerapan pasal
dalam surat dakwaan sesuai ketentuan hukum.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis
maupun praktis. Berdasarkan pemaparan di atas, penulisan dan
pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang berarti.
a. Manfaat secara teoritis

Dari penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu
hukum khususnya hukum acara pidana terkait keabsahan surat dakwaan,
serta memberikan tambahan wawasan mengenai prosedur yang dapat
dilakukan oleh jaksa penuntut umum apabila terjadi kekeliruan dalam
penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi penelitian
selanjutnya yang menyoroti peran jaksa penuntut umum dan hakim dalam

menegakkan keadilan substantif.
b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi jaksa penuntut umum untuk
meningkatkan ketelitian dalam menyusun surat dakwaan, menjadi pedoman
bagi hakim dalam menilai kekeliruan pasal-pasal, dan memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak yang berkaitan dengan

kekeliruan dalam surat dakwaan.



E.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

definisi-definisi/konsep-konsep serta istilah-istilah khusus yang akan diteliti.

Yang mana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan

perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan judul skripsi.

Untuk memahami dan memperjelas pembahasan serta isi judul skripsi ini terkait

ruang lingkup penelitian, diperlukan penjelasan dan pengertian istilah-istilah,

sebagai berikut

1.

Akibat Hukum Soeroso mengemukan adalah hasil dari perilaku yang diatur
oleh hukum dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu bagi pelaku.*
Surat Dakwaan adalah dokumen formal yang disusun oleh Jaksa Penuntut
Umum (JPU) untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa atas dugaan
tindak pidana. Dokumen ini mencakup penjelasan lengkap mengenai tindakan
yang didakwakan, pasal yang digunakan, dan hukuman yang diusulkan.**
Jaksa Penuntut Umum adalah sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang
melakukan penuntutan di muka hakim.*?

Pemeriksaan Persidangan adalah suatu proses di mana hakim meninjau
permohonan yang diajukan, bukti-bukti yang ada, keterangan terdakwa (bila
ada), dan keterangan saksi, ahli, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam
pemeriksaan tersebut, hakim konstitusi wajib meminta pihak-pihak yang

terlibat dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

19 Teo nedy qisti fari dkk,Akibat hukum Acta Van Dading sebagai alternatif penyelesain

sengketa(Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management,2024),Hal.10

166.

Uprof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., Hukum Acara Pidana (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal.

2Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Hukum Acara Pidana (Surabaya: Airlangga

University Press, 2015),hal 28



Hakim juga dapat meminta informasi tertulis mengenai permohonan tersebut

dari entitas negara, dan entitas tersebut harus memberikan informasi yang

diminta dalam waktu 7 hari.*®

G. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terlebih dahulu yang

relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada saat ini.

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan yang akan dijadikan bahan kajian

bagi peneliti
NAMA TUJUAN JENIS TEKNIK MANFAAT
PENELITIAN PENELITIAN
PENELITIAN PENELITIAN

18 Dr. Ernawati, S.H.I., M.H., dan Moh Shohib, S.H.L, M.H., Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

(Jakarta: Damera Press, 2024),hal 43
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NAMA TUJUAN JENIS TEKNIK MANFAAT
PENELITIAN PENELITIAN
PENELITIAN PENELITIAN
hanisaShifa Penelitian ini bertujuan | Hukum normatif yang | Teknik Manfaat
Mubrani  “Analisis | untuk mengetahui | bersifat preskriptif atau | pengumpulan bahan | penelitian ini
putusan bebas alasan perlunya koreksi | terapan dengan | hukum yang | adalah
putusan judex factie | pendakatan studi kasus. | digunakan penulis | mengembangkan
‘]U.DEX FACTIE berkenaan dengan adalah studi | kajian Pasal 55
akibat  kesalahan pemeriksaan terdakwa dokumen atau studi | KUHP  tentang
penerapan ) pada kasus Nomor kepustakaan. Teknik | doen plegen,
hukum: pembuktian 59K/PID/2017 analisis bahan | membantu
dalam perkara hukum dalam | penerapan
melakukan penelitian ini | hukum
kekerasan bersama bersifat deduksi | pembuktian
terhadap orang dan dengan metode | secara tepat,
barang silogisme. serta
(Studi putusan memberikan
Mahkamah referensi bagi
kebijakan hukum
AgungNomor59K/ dan edukasi
PID/ 2017)” masyarakat.
Timbo Mangaranap | Penelitian ini bertujuan | Dianalisa secara | Penelitian ini | memberikan
Sirait,Winas Halim | untuk menguraikan | kualitatif dengan | menggunakan data | kontribusi pada
“Kesalahanpenerap | dasar penerapan hukum | pendekatan yuridis | sekunder  dengan | kajian ~ hukum
an pasal 292 kitab | pidana materiil | normatif cara membaca | pidana,
undang-undang terhadap tindak pidana dokumen  putusan | membantu hakim
hukum pidana | pencabulan pada anak dan peraturan | dan aparat
dalam kasus | pada putusan MA perundang- hukum
pencabulan  anak | perkara Nomor undangan serta | memahami
(Studi Kasus | 195PK/Pid.Sus/2017. buku-buku literatur | penerapan  asas
Putusan MA yang berhubungan | lex specialis,
Nomor dengan tindak | menjadi referensi
195PK/Pid.Sus/201 pidana pencabulan | akademik, serta
7)” pada anak yang | memberikan
penulis lakukan | evaluasi bagi
dalam penelitian | kebijakan

yang tertuang dalam
skripsi.

perlindungan
anak dan edukasi
masyarakat.

H.METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum

yang berfokus pada pengkajian dan penelaahan terhadap norma-norma hukum
yang berlaku,™ khususnya yang berkaitan dengan penerapan pasal oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU) dalam penyusunan surat dakwaan serta akibat hukumnya

dalam proses pemeriksaan persidangan.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

Pendekatan Perundang-Undangan: Pendekatan ini digunakan untuk menelaah
aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang
penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Pendekatan Konseptual: Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis
konsep-konsep hukum vyang relevan, seperti asas legalitas, kesalahan
penerapan pasal, dan akibat hukum terhadap dakwaan yang tidak tepat dalam
proses persidangan pidana.

2. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi

kepustakaan, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer: Undang-undang Dasar 1945, KUHP, KUHAP,

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

4 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
hal.10.
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b. Bahan Hukum Sekunder: Literatur Hukum, Buku-buku Hukum, jurnal
imiah serta tulisan akademik lainnya yang membahas dakwaan, jaksa
penuntut umum, dan hukum acara pidana.

c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks
hukum yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan
sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap dokumen-

dokumen hukum, buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik

penelitian. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan norma

hukum yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti..

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan
serta menghubungkan norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang
relevan. Analisis dilakukan untuk menjelaskan akibat hukum dari kesalahan
penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dan
dampaknya terhadap proses pemeriksaan persidangan serta perlindungan hak-

hak terdakwa.
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